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Taman Nasional dan Taman Wisata Alam
3% (66.449 Ha)

Hutan Lindung
21% (472.058 Ha)

Hutan Produksi 
Terbatas
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Hutan Produksi
6% (137.250 Ha)

Hutan Produksi Konversi
1% (17.823 Ha)

Areal 
Penggunaa

n Lain

(41%) 
(892.462 
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Luas Izin Perkebunan Sawit (Ha)

542.254,74 Ha (52 Unit) 

Luas Realisasi Tanaman 195.989 (Ha)

LEGENDA
Taman Nasional dan Taman Wisata Alam 
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi
Hutan Produksi Konversi
Areal Penggunaan Lain
Izin Perkebunan

PETA POTENSI



3

Hutan yang berada di Areal Penggunaan
Lain (APL) seluas 61.938 Ha

akan dilimpahkan 
pengelolaannya
Kepada masyarakat 
(Pengelolaan Berbasis 
Masyarakat)

Hutan yang tidak dibebani Izin Lokasi 
seluas 30.047 Ha

Lokasi Danau

POTENSI APL



APL berhutan yang sudah dilimpahkan 
pengelolaannya kepada masyarakat (SK 

Bupati Sintang) sebagai  KEE

Kecamatan Binjai Hulu
1. Desa Empaka Kebiau Raya(37 Ha)

Kecamatan Kelam Permai
1. Desa Ensaid Panjang  (112 Ha)
2. Desa Gemba Raya (32 Ha)
3. Desa Karya Jaya Bakti (3 Ha)

KAWASAN EKOBUDAYA

Kecamatan Sepauk
1. Hutan Tutupan Rima Seringin 

Desa Sepulut (14,20 Ha)
2.    Hutan Tawang Desa Merpak

(14,27 Ha)

HUTAN TUTUPAN

Lahan Gambut (35.904 Ha)

LAHAN GAMBUT

PELEPASAN LIAR ORANG UTAN
Kecamatan Tempunak

1. Hutan Tembak Desa Gurung Mali 
(70 Ha)

1. Kec. Tempunak
2. Kec. Serawai

SUMBER AIR BAKU PDAM

Kecamatan Sintang
1. Jerora (5 Ha)

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL



INVESTASI DI KABUPATEN SINTANG

NO JENIS PERUSAHAAN JUMLAH KETERANGAN

1 PERKEBUNAN SAWIT 46 IUP

2 PERKEBUNAN KARET 1 PTPN

3 PERBANKAN (BUMN, BUMD,BUSN, BPR) 17

4 BUMN 7 PERTAMINA, PLN, DLL

5 BUMD 1 PDAM

JUMLAH 72





USULAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN ANGGARAN GUNA 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:

1. PEMBERIAN DANA INSENTIF DAERAH (DID) BAGI DAERAH YANG 
MEMPERTAHANKAN KAWASAN HUTAN SESUAI DENGAN RDTRD;

2. PENYERAHAN JENIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SELAIN 
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) YAITU SEKTOR 
PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KEPADA 
DAERAH.



TERIMA

KASIH


